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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM
DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN
(WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN

Oleh :
Flora Jenita Alistya, Rachmadi Usman

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara
untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris (UUJN). Salah satu kewenangan tersebut adalah membukukan surat di
bawah tangan dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah waarmerking.
Dalam praktiknya, waarmerking sering digunakan masyarakat untuk memberikan
kepastian tanggal terhadap suatu dokumen yang dibuat secara di bawah tangan,
berbeda dengan legalisasi, dalam waarmerking Notaris tidak menyaksikan proses
penandatanganan dokumen. Dokumen yang diajukan telah ditandatangani terlebih
dahulu oleh para pihak, sehingga Notaris hanya melakukan pencatatan atau
pendaftaran dokumen dalam buku khusus dan memberikan kepastian tanggal (date
certain). Oleh karena itu, Notaris tidak mengetahui secara langsung siapa yang
menandatangani dokumen tersebut dan tidak dapat menjamin keaslian tanda tangan
yang tercantum di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kewenangan Notaris dalam
pelaksanaan waarmerking terhadap surat di bawah tangan dan menganalisis
implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan
dalam surat di bawah tangan yang telah di-waarmerking.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis
dengan menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan UU Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku,
jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap
norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam
waarmerking.

Waarmerking adalah proses pendaftaran surat di bawah tangan yang telah
ditandatangani sebelumnya oleh para pihak. Notaris hanya mencatat dokumen
tersebut dalam register dan memberikan kepastian tanggal pendaftaran. Dalam hal
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ini, Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dan tidak memverifikasi
identitas maupun keaslian tanda tangan para pihak. Karena hanya memberikan
kepastian tanggal, dokumen yang di-waarmerking tetap berkedudukan sebagai akta
di bawah tangan dan tidak berubah menjadi akta autentik. Dengan demikian,
kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris.

Notaris dalam proses waarmerking berfungsi sebagai pihak yang
melakukan pendaftaran dokumen dan bukan sebagai pembuat akta. Oleh karena itu,
Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi maupun keaslian tanda tangan yang
terdapat dalam surat di bawah tangan yang didaftarkan. Apabila kemudian terbukti
terdapat pemalsuan tanda tangan, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada
pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban sepanjang pelaksanaan waarmerking dilakukan sesuai dengan
ketentuan UU Jabatan Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, atau
keterlibatan Notaris dalam pemalsuan tersebut.

Penelitian ini  menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam
waarmerking terbatas pada pendaftaran dan pencatatan surat di bawah tangan ke
dalam buku khusus guna memberikan kepastian tanggal. Notaris tidak memiliki
kewenangan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi
dokumen yang didaftarkan. Apabila ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat
yang telah di-waarmerking, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak yang
melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang
bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris dan tidak
terlibat dalam tindakan pemalsuan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan kewenangan waarmerking.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Waarmerking, Surat di Bawah Tangan,
Pemalsuan Tanda Tangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam
pelaksanaan waarmerking terhadap surat di bawah tangan serta menganalisis
implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan
dalam surat yang telah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam waarmerking
hanya sebatas melakukan pendaftaran atau pembukuan surat di bawah tangan ke
dalam buku khusus serta memberikan kepastian tanggal terhadap dokumen
tersebut. Dalam pelaksanaan waarmerking, Notaris tidak menyaksikan proses
penandatanganan dokumen dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai maupun
menjamin keaslian tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, apabila ditemukan
adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-waarmerking, tanggung
jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan.
Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang telah
menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan
Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan maupun keterlibatan dalam tindakan
pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan sebagai bentuk
jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan jabatannya sesuali
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari
masyarakat mengenai fungsi waarmerking serta penguatan perlindungan hukum
bagi Notaris guna menghindari kesalahpahaman mengenai batas tanggung jawab
Notaris terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan.
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LEGAL PROTECTION OF NOTARIAL POSITION WITH REGARDS TO
REGISTRATION OF UNAUTHENTIC DOCUMENTS (WAARMERKING)
IN CASE THE THIRD PARTY'S FALSIFIED SIGNATURE

By:
Flora Jenita Alistya', Rachenadi Usman®
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Kowords:  Legal Prowection, Notary., Woarmerking Unasthentic  Document,
Falsified Si

The goals of this study are (o analyze the Notary"s authority in the implementation of
warmerking on unautheatic documents and to amalyze the Jegal implication on
Notary"s position in case there is falsification of signature in the documents which
Bave been registered. The method of this study is normative legal research wsing
statute appeoach and conceptual appeoach. The legal resources utilized comsist of
primary, secondary, and tertiary oncs with descriptive qualitative analvsis. The
findings of the rescarch indicate that the Notary's authority in the implementation of
waxarmerking is simply limited to carry out registration or loghooking of umauthentic
documents into special logbook and give certsinty of date of the said documents. In
the realization of waarmerkimg, the Notary does not witness the signing process of the
documents and docs not have authority 1o judge and to guarantee the oniginality of the
parties” signatures, Therefore, if falsification of signatures is found n the said
documents which have registered by waarmerking, in principle the liability lics in the
hand of the party who has committed the forgery. The Notary cannot be legally held
liable as Jong as he has performed his suthority in accordance o the provisions of
Notary Profession Act and there is no clensent of on purpose and his involment in the
said forgery action. Legal protection for the Notaries is granted as a form of guarantee
of legal cortaingy in performing their professional authority in accordance with the
prevailing legislation, The findings of the rescarch indicate that better understanding
of the socicty 1s required on the function of waarmerking and cnpowerment of legal
protection for the Notaries in order 10 avoid misunderstanding on the limit of Notary's
responsibility upon the unauthentic documents which bave been registered.
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